ABSTRAK
Anggi Boangmanalu

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban
kepala koperasi atas tindak pidana penghimpunan dana tanpa seijin Bank Indonesia.
Dimana perbuatannya tersebut tergolong pada tindak pidana perbankan, namun
dalam Undang-Undang Koperasi sendiri tidak ada mengatur secara tegas mengenai
tindak pidana perbankan. Namun tindak pidana yang dilakuakan kepala koperasi
tersebut menjadi tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992. Tindak pidana perbankan adalah perbuatan pidana
dengan menggunakan konsep perbankan sebagai sarana sebagai objeknya, seperti
yang dilakukan Kepala KSP Mapan Karya.

Bahwa objek dalam penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1267
K/Pid.Sus/2020, sedangkan penelitian ini menggunakan hukum yuridis normatif
adalah penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap
bahan pustaka atau bahan sekunder.

Tindak pidana perbankan yang dilakukan kepala KSU Mapan Karya dengan cara
menghimpunan dana masyarakat, dengan memberikan alasan bahwa uang yang
akan disimpan akan mendapatkan bunga. Dimana selama proses penyimpanan
tersebut pelaku tidak pernah memperihatkan ijin dari Bank Indoensia terkait
penghimpunan dana tersebut, melainkan pelakut dalam melakukan aksinya
mengatasnakam KSP Mapan Karya. Selama aksinya tersebut pelaku telah
melakukan penarikan atas dana yang dihimpun dari masyarkaat tersbeut, hal inilah
yang menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi melakukan penarian dana pada
KSU Mapan Karya. Sehingga terhadap perbuatan terdakwa sendiri merupakan
perbuatan tindak pidana perbankan, karena tidak memiliki ijin dari Bank Indonesia
dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan penghimpunan dana tersebut.

Sehingga atas perbuatan perbuatan terdakwa telah dituntut telah melanggar
ketentuan pidan pada Undang-Undang Perbankan, mengenai pelanggaran izin
terhadap penghimpunan dana masyarakat secara ilegal. Terhadap pelaku sendiri
telah dijatuhi hukuman sebagaimana mestinya, hal ini sebagai pertanggungjawaban
atas perbuatannya tersebut.
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